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Abstrak
 

Saat ini proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang dicanangkan sejak tahun 2015 masih berjalan.

Proyek ini merupakan investasi yang dilakukan berdasarkan kerja sama internasional antara Indonesia dan

China. Dalam kerja sama ini, China berinvestasi melalui China Development Bank (CDB) dengan biaya

yang diperkirakan mencapai US$4,5 miliar atau sekitar 64 triliun rupiah. Selama proyek ini berjalan,

terdapat dua Perpres yang menaunginya, yaitu Perpres No. 107 Tahun 2015 dan Perpres No.93 Tahun 2021.

Pada Perpres No. 107 Tahun 2015 dijelaskan bahwa proyek ini berbentuk Business to Business antara

Konsorsium Badan Usaha Milik Negara Indonesia dan China yang pada akhirnya membentuk sistem joint

venture. Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) tertulis bahwa Pelaksanaan dari proyek ini tidak menggunakan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta tidak mendapatkan jaminan Pemerintah. Namun,

seiring berjalannya waktu, proyek ini ternyata mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun.

Pemerintah kembali mengeluarkan Perpres No. 93 Tahun 2021 yang sebagian besar bersifat kontradiktif dari

Perpres sebelumnya. Contohnya, terkait pembiayaan dari proyek ini, Pemerintah memperbolehkan

penggunaan Penyertaan Modal Negara, yang salah satunya bersumber dari APBN, dan pemberian jaminan

oleh negara. Terkait hal ini, timbul adanya potensi dampak perubahan skema pembiayaan ini terhadap

proyek-proyek investasi lain di Indonesia. Terlebih khusus, proyek KCJB dimasukkan menjadi salah satu

dari Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Perpres No. 3 Tahun 2016 sehingga menurut Perpres ini total

PSN mencapai 227 proyek sehingga ditakutkan bahwa kejadian terkait pembiayaan menimpa Proyek

Strategis Nasional lainnya, hal ini berpotensi menambah beban negara.

......The Jakarta-Bandung Fast Train (KCJB) project, launched in 2015, is still running. This project is an

investment based on international cooperation between Indonesia and China. In this cooperation, China

invests through the China Development Bank (CDB) with an estimated cost of US$4.5 billion or around 64

trillion rupiahs. As long as this project runs, two Presidential Regulations oversee it: Presidential Decree No.

107 of 2015 and Presidential Decree No. 93 of 2021. Presidential Decree No. 107 of 2015 explained that this

project was in the form of a Business Business between a Consortium of Indonesian and Chinese State-

Owned Enterprises, which eventually formed a joint venture system. Furthermore, Article 4 paragraph (2)

states that the implementation of this project does not use the State Revenue and Expenditure Budget

(APBN) and does not receive government guarantees. However, over time, this project turned out to be

experiencing cost overrun. The government issued Presidential Decree No. 93 of 2021, most of which are

contradictory to the previous Presidential Regulation. For example, regarding the financing of this project,

the government allows the use of State Equity Participation, one of which is sourced from the APBN. In this

regard, the author feels a potential impact of changing the financing scheme on other investment projects in

Indonesia. Specifically, the KCJB project was included as one of the National Strategic Projects (PSN)
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through Presidential Decree no. 3 of 2016, according to this Presidential Regulation, the total PSN reached

227 projects. The author feels that if an incident related to financing befalls other National Strategy Projects,

this will increase the burden on the state.


